BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian analisis hasil penelitian, maka didapat

beberapa kesimpulan dan saran yang penulis kemukakan sebagai masukan mengenai

teknik pengawasan Badan Perizinan Terpadu dengan Pemerintah Kelurahan dalam

penertiban SITU dan IMB di Kelurahan Oesapa Barat.

6.1 Kesimpulan

1.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BPPT) yang menyangkut dengan penertiban SITU dan IMB dilakukan
berdasarkan standar yang berlaku baik pengawasan secara langsung yaitu
pengawasan yang dilakukan langsung oleh pihak BPPT dalam hal ini
monitoring dan penertiban langsung kepada masyarakat yang didalamnya
menyangkut teguran langsung ke masyarakat atau lewat kelurahan, dan
pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawan yang dilakukan
melalui hubungan kerjasama dengan tingkat kelurahan dalam hal
pemenuhan persyaratan pengurusanizin SITU dan IMB.

Pengawasan oleh Kelurahan Oesapa Barat menyangkut dengan
penertiban SITU dan IMB adalah pengawasan yang selalu dilakukan baik
itu pengawasan dalam ha administrasi maupun fisik yaitu pengawasan
dengan melihat dan menyeleks syarat-syarat dari pemohon untuk

kemudian diteruskan ke BPPT dan pengawasan langsung terhadap
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6.2 Saran

bangunan-bangunan yang ada di dalam lingkungan Kelurahan Oesapa

Barat.

Bagi pemerintah baik BPPT maupun Kelurahan Oesapa Barat agar lebih
mementingkan pelayanan yang berbasis prima yaitu benar-benar
melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dikeluhkan
masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat pada umumnya.

Bagi masyarakat agar pelayanan prima yang selau diperjuangkan
pemerintah perlu didukung dan diikuti oleh masyarakat untuk
menciptakan dan menghasilkan kenyamanan dan ketertiban dalam hidup

berbangsa dan bernegara.
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